
 

99 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Abdul Ghofur Anshori. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia. 

Yogyakarta: UII Press 

Alfitra. 2008. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Perdata 

dan Korupsi di Indonesia.Jakarta: FIM Jakarta  

Amalia R, Musakkir, Muchtar. S, 2021, Pertanggungjawaban 

Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta, AL-

ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum Volume 24, Nomor 1, Magister Kenotariatan 

Fakultas hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. 

Anggota IKAPI, Undang-Undang Jabatan Notaris Edisi Lengkap. 

Fokus Media 

Buhaeri, Annalisa Y, Elmadiantini, 2018, Kekuatan Pembuktian 

Kuasa Yang Tertera Dalam Perjanjian Bagi Bangun Yang Dibuat Dibawah 

Tangan Dalam Kaitannya Dengan Kewenangan Notaris Untuk Legalisasi 

Dan Waarmerking, Tesis, Universitas Sriwijaya. 

Chairul huda. 2011. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’menuju 

kepada’Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: 

Kencana 

Daeng Naja. 2012. Teknik Pembuatan Akta. Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia 

Djamanat Samosir. 2011. Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap 

Penyelesaian Perkara Perdata, Nuansa Aulia. Bandung 

G.H.S. Lumban Tobing. 1983. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: 

Erlangga  

G.H.S. Lumban Tobing. 1999. Peraturan Jabatan Notaris, cet. V. 

Jakarta: Gelora Aksara Pratama 



 

100 

 

Ghofur, A. 2009. Lembaga Kenotariatan Indonesia.Yogyakarta: UUI 

Press  

Habib Adjie. 2008. Hukum Notaris Indonesia. Bandung: PT. Refika 

Aditama.  

Habib Adjie. 2008. Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap 

Notaris 

Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani. 2013 Prinsip-Prinsip Dasar 

Profesi Notaris, Dunia Cerdas. Jakarta 

Kamran.M, Maskun, 2021, Penipuan Dalam Jual Beli Online: 

Perspektif Hukum Telematika, Balobe Law Jurnal, Volumr 1 Nomor 1, 

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 

Kiagus Yusrizal, 2018, Tinjauan Hukum Terhadap Kekuatan 

Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Dihubungkan Dengan Kewenangan 

Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Uu Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 

Jabatan Notaris, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.  

Komariah. 2001. Edisi Revisi Hukum Perdata. Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

Lubis, Irwansyah, dkk. 2018. Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah. Jakarta: Mitra Wacana Media  

Lutfi Effendi. 2004. Pokok-Pokok Hukum Administrasi, Edisi 

Pertama Cetakan Kedua.  Malang: Bayu Media Publising 

Mertokusumo Sudikno. (2006). Hukum Acara perdata Indonesia. 

Yogtakarta: Liberty 

Neriana, Bachtiar.M, Dasrol, 2015, Kekuatan Pembuktian Akta 

Dibawah Tangan Perjanjian Jual Beli Dihubungkan Dengan Kewenangan 

Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang 



 

101 

 

Jabatan Notaris, Journal Online Mahasiswa, Volume 2 Nomor 2, Fakultas 

Hukum Universitas Riau. 

Philipus M. Hadjon. 2001. Pengantar Hukum Administrasi 

Indonesia, Cetakan Ke-Tujuh.  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 

Razak M.A, Patittingi.F, Maskun, 2020, Pemetaan Sertipikat Secara 

Digital (Plotting) dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas 

Tanah, Petitum, Volume 8 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas 

Hasanuddin, Makassar 

Ridwan H.R. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada 

Salim HS, Erlies Septiana Nurbani. 2009. Penerapan Teori Hukum 

Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua. Jakarta: Rajawali Pres 

Salim HS. 2013. Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis Dan 

Disertasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 

Salim Hs. 2015. Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep teoritis, 

Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta. Jakarta: PT.Raja Grafindo 

Persada 

Sasangka. H, Hukum pembuktian dalam perkara perdata, Mandar 

Maju, 2005. 

Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi 

Lengkap, Balai Pustaka.  

Suhrawardi K. Lubis. 2006. Etika Profesi Hukum. Jakarta: Sinar 

Grafika  

Supriadi. 2006. Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di 

Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika  

Susilo.R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea 

Bogor sebagai Pejabat Publik. Bandung: Refika Aditama 



 

102 

 

Shidarta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. 

Jakarta: PT Grasindo  

Shofia Chairunnisa, 2010, Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah 

Tangan Dikaitkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Legalisasi Dan 

Waarmerking Berdasarkan Uu No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan 

Notaris, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Islam Malang  

Tan Thong Kie. 2000. Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat. 

Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve  

 

  

  



 

103 

 

  



 

104 

 

 


